






PENDAHULUAN
P

engawasan obat dan makanan
di Indonesia dibangun di atas
tiga pilar utama : pelaku usaha,

pemerintah , dan masyarakat . Ketiga
pilar ini bekerja sama untuk
memastikan produk yang beredar di
masyarakat memenuhi standar
keamanan dan kualitas yang telah
ditetapkan .

Pilar pertama adalah pelaku usaha,
yang mencakup produsen ,
distributor, dan pengecer . Mereka
bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa produk yang
mereka hasilkan dan edarkan aman
dikonsumsi masyarakat . Untuk itu ,
pelaku usaha diwajibkan menerapkan
sistem pengawasan internal yang
efektif , seperti Good Manufacturing
Practice (GMP) yang diakui secara
internasional .

Pilar kedua adalah pemerintah
sebagai regulator, yang dalam hal ini
diwakili oleh Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM). BPOM
menjalankan tugas pengawasan obat
dan makanan secara luas dan
kompleks . Saat ini , BPOM
mengoperasikan 76 Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh
Indonesia, terdiri dari 42 Balai
Besar/Balai POM di ibu kota provinsi
dan 34 Loka POM di kabupaten /kota .
UPT tersebut dilengkapi dengan
laboratorium modern yang mampu
melakukan pengujian produk secara
akurat dan valid . Jaringan ini menjadi
tulang punggung pengawasan obat
dan makanan nasional .

Pilar ketiga adalah masyarakat
sebagai konsumen atau pengguna
akhir . Masyarakat memiliki peran

penting dalam pengawasan , terutama
melalui peningkatan kesadaran dan
pengetahuan mengenai keamanan
produk yang dikonsumsi .

Saat ini , tantangan dalam
pengawasan obat dan makanan
semakin kompleks . Hal ini ditegaskan
oleh Presiden Joko Widodo saat
melantik dr . Taruna Ikrar , M.Biomed .,
MD., Ph.D. sebagai Kepala BPOM RI
pada 19 Agustus 2024, berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 115/PPA
Tahun 2024 tentang Pengangkatan
Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di
Lingkungan BPOM.

Dalam pelantikan tersebut , Presiden
menyampaikan lima arahan strategis
kepada BPOM, yaitu :

Memastikan seluruh produk makanan
yang beredar di Indonesia aman ,
bergizi , dan layak dikonsumsi oleh
masyarakat .
- Meningkatkan sinkronisasi dan
koordinasi antar lembaga yang
mendukung sistem pengawasan obat
dan makanan .
- Mendukung kemandirian
penyediaan obat dalam negeri dan
mempermudah akses masyarakat
terhadap obat yang dibutuhkan .
- Mempercepat proses uji klinik
hingga rilis obat untuk digunakan
oleh masyarakat .
- Meningkatkan reputasi Indonesia
melalui peran BPOM sebagai
regulator obat dan makanan yang
diakui secara global .

Selain kelima arahan tersebut ,
Presiden juga menekankan
pentingnya kemudahan akses
terhadap obat -obatan esensial, upaya

penurunan harga obat agar lebih
terjangkau , serta peningkatan
kolaborasi lintas sektor dalam
penanganan isu kesehatan nasional .

Kini, 200 hari telah berlalu sejak
pelantikan Kepala BPOM. Meski 200
hari bukanlah waktu yang cukup
untuk menilai seluruh capaian ,
periode ini kerap digunakan sebagai
tolok ukur awal untuk menilai arah
kebijakan dan kinerja pimpinan baru .
Evaluasi ini penting sebagai bagian
dari transparansi , akuntabilitas , serta
untuk memastikan pelaksanaan
arahan Presiden telah berjalan sesuai
harapan .

Berdasarkan hal tersebut ,
diterbitkanlah buku Pencapaian
Kinerja 200 Hari Kepala BPOM 2024 ɀ
Taruna Ikrar . Buku ini memuat
rangkuman kegiatan , capaian , serta
langkah -langkah strategis yang telah
dilakukan oleh Kepala BPOM selama
200 hari pertama masa jabatannya .

Ucapan terima kasih disampaikan
kepada seluruh jajaran BPOM dan
para mitra kerja atas dukungan
dalam penyusunan dan penerbitan
buku ini . Semoga buku ini bermanfaat
sebagai referensi untuk memperkuat
kinerja BPOM ke depan , dalam
rangka melindungi masyarakat serta
meningkatkan peran BPOM sebagai
regulator pengawasan obat dan
makanan yang kredibel , berintegritas ,
dan profesional hingga di tingkat
global .



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat
Allah SWT atas limpahan rahmat dan
karunia -Nya, sehingga Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
dapat terus hadir untuk melayani dan
melindungi masyarakat dari waktu ke
waktu , dalam rangka menjamin mutu ,
keamanan , dan manfaat obat dan
makanan , sejak sebelum proses
produksi hingga produk tersebut
beredar dan dikonsumsi oleh
masyarakat .

Dalam menghadapi dinamika
lingkungan strategis yang terus
berubah , baik dari aspek eksternal
maupun internal, BPOM senantiasa
berkomitmen untuk mengembangkan
inovasi serta pendekatan baru guna
mengantisipasi dan menjawab
berbagai tantangan ke depan . Upaya
ini dilakukan agar BPOM tidak
terjebak dalam rutinitas atau pola
business as usual, melainkan terus
berkembang menjadi lembaga yang
profesional , kredibel , dan
independen . Harapan besar inilah
yang diamanatkan oleh Presiden
Republik Indonesia melalui Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan .

Mengacu pada arahan Presiden ,
tugas birokrasi tidak hanya terbatas
pada penyusunan kebijakan ,
pelaksanaan program, pembelanjaan
anggaran , serta pelaporan
akuntabilitas . Lebih dari itu , Presiden
menekankan bahwa hasil kerja

birokrasi harus dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat , terutama
dalam bentuk pelayanan publik yang
berkualitas dan berdampak nyata ,
termasuk di sektor obat dan
makanan .

Laporan ini , Laporan Kinerja 200 Hari
Kepala BPOM, memuat berbagai
capaian kinerja serta perkembangan
dan inovasi yang telah dilaksanakan
selama periode September 2024
hingga Mei 2025. Beberapa aspek
penting yang menjadi sorotan dalam
laporan ini meliputi : implementasi
direktif Presiden , percepatan
pelayanan publik , penguatan
penindakan , perumusan Grand
Design Laboratorium , serta
pengembangan kerja sama lintas
sektor .

Melalui laporan ini , BPOM
menunjukkan komitmen kuat dalam
melakukan pembenahan dan
perbaikan secara berkelanjutan .
Ikhtiar tersebut diwujudkan dalam
bentuk kinerja unggul yang
didasarkan pada hasil pengawasan
serta umpan balik dari masyarakat
untuk mengetahui dampak dan
manfaat nyata dari keberadaan
BPOM.

Sebagai bagian dari kesiapan
menghadapi masa depan , BPOM
telah menetapkan Perencanaan
Jangka Panjang Pengawasan Obat
dan Makanan 2025ɀ2045 yang sejalan
dengan visi besar Indonesia Emas

2045. Visi tersebut menempatkan
BPOM sebagai lembaga yang
menjulang di kancah internasional ,
membumi dalam memberikan
perlindungan kepada masyarakat ,
serta mengakar kuat dalam
mendukung pembangunan nasional .

Pada kesempatan ini , saya
menyampaikan apresiasi dan terima
kasih yang setulusnya kepada seluruh
jajaran BPOM yang telah
mencurahkan waktu , tenaga , dan
pemikiran untuk mewujudkan
berbagai capaian dalam 200 hari
pertama masa kepemimpinan saya.

Ucapan terima kasih juga saya
sampaikan kepada para mitra BPOM
yang telah mendukung dan bersinergi
dalam mencapai target -target kinerja
yang telah ditetapkan .

Semoga laporan ini dapat menjadi
bahan evaluasi yang bermanfaat ,
sekaligus motivasi untuk terus
meningkatkan kinerja di masa
mendatang demi melindungi
kesehatan masyarakat dan
memperkuat daya saing bangsa.

Jakarta, Juni 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan ,

TARUNAIKRAR

Taruna Ikrar
Kepala BPOM RI



Implementasi Direktif Presiden
oleh BPOM

1. Penguatan Standar Global: Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
menunjukkan keseriusannya dalam
mengimplementasikan arahan
Presiden melalui berbagai langkah
strategis yang menyeluruh . Salah satu
langkah penting adalah
mempertahankan keanggotaan
Indonesia dalam forum 
Pharmaceuticals Inspection 
Cooperation Scheme (PIC/S), sebuah
organisasi internasional di bidang
pengawasan farmasi . Untuk itu , BPOM 
melakukan reassessment dengan
mengintegrasikan sistem mutu
pengawasan , melakukan simulasi
inspeksi , serta memperkuat
komunikasi dan koordinasi
antarinspektur . Upaya ini memperkuat
posisi BPOM sebagai lembaga
pengawas yang memenuhi standar
global.

2. Percepatan Akses Obat : Dalam
mendukung percepatan akses dan 
penurunan harga obat , BPOM 
melakukan berbagai inovasi , seperti
peluncuran kegiatan kick-off registrasi
ulang obat generik , yang menjadi
bagian dari upaya mempercepat
penyediaan obat dalam program 
Jaminan Kesehatan Nasional. Hingga
akhir 2024, BPOM telah menyelesaikan
915 nomor izin edar yang masa 
berlakunya telah habis . Selain itu , 
melalui program "FAST", BPOM 
mempercepat registrasi perubahan
sumber bahan baku garam farmasi
lokal guna meningkatkan kemandirian
industri obat nasional . Upaya ini
dilengkapi dengan pengembangan
fitofarmaka melalui kolaborasi riset , 
industri , dan akademisi untuk
menghadirkan produk berbahan alam
yang terstandarisasi dan terjangkau .

3. Kemandirian Bahan Baku:
Kemandirian bahan baku obat juga 
menjadi perhatian penting . Melalui
peluncuran AIRINDO, pelatihan kepada
pemasok bahan baku , serta kolaborasi
lintas sektor , BPOM mendorong
ketersediaan bahan baku lokal yang 
berkelanjutan . Fokus ini juga sejalan

dengan arah kebijakan nasional dalam
mendorong hilirisasi sumber daya
alam.

4. Penjaminan Keamanan Farmasi
dan Pangan : Dalam hal penjaminan
sediaan farmasi dan pangan yang 
aman , BPOM memperkuat
pengawasan khusus di Kawasan 
Ekonomi Khusus Sanur melalui
FOKKUS KEK. Selain itu , pengendalian
resistensi antimikroba menjadi
prioritas utama dengan pelibatan
lintas sektor dan edukasi publik . BPOM 
juga memperkenalkan program 
"PESONA" untuk memperkuat
manajemen risiko pada produk obat
bahan alam dan menyelenggarakan
SEMARAK Kosmetik guna mendorong
inovasi dan kolaborasi industri
kosmetik .

5. Pengawasan Kosmetik Ilegal :
Pengawasan terhadap kosmetik ilegal
juga ditingkatkan , di mana BPOM 
menemukan puluhan produk yang 
mengandung bahan berbahaya . 
Sementara itu , melalui Cosmetic Toll 
Manufacturer Expo, BPOM 
memberikan ruang bagi pelaku usaha
kecil untuk memproduksi kosmetik
dengan merek sendiri melalui kontrak
produksi .

6. Dukungan Daya Saing Produk
Pangan : Untuk memperkuat daya
saing pangan olahan nasional , BPOM 
memberikan pendampingan bagi
produsen dalam menghadapi
tantangan ekspor , serta
memperkenalkan Program 
Manajemen Risiko (PMR) untuk
pangan non -risiko tinggi , yang 
bertujuan meningkatkan efektivitas
sistem keamanan pangan nasional .

7. Percepatan Perizinan Obat
Inovatif : Dalam hal percepatan
perizinan obat inovasi , BPOM berhasil
menerbitkan izin edar obat
Fezolinetant dalam waktu 54 hari kerja
melalui mekanisme reliance. Selain itu , 
pembentukan Komite Nasional Penilai
Obat 2025ɀ2029 memperkuat
kapasitas evaluasi khasiat dan 
keamanan obat secara ilmiah dan 
independen .

Secara keseluruhan , berbagai langkah
BPOM ini menunjukkan keseriusan
dalam melaksanakan mandat
Presiden , mempercepat akses
terhadap produk obat dan makanan
yang aman , serta memperkuat
kemandirian dan daya saing sektor
kesehatan dan pangan nasional di 
kancah global.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

1. Percepatan Pelayanan Publik .
BPOM terus mendorong peningkatan
pelayanan publik , khususnya untuk
obat tradisional dan obat bahan alam
(OBA). Melalui program " Gemilang
Indonesia Emas", BPOM mendukung
literasi kesehatan digital dan 
pengembangan UMKM di sektor OBA. 
Peningkatan layanan ini diwujudkan
dalam bentuk bimbingan teknis , 
percepatan sertifikasi , serta
pendampingan ekspor . Layanan
jemput bola juga diperkuat melalui
"Proaksi Berpadu ", yang telah
memberikan pendampingan kepada
ribuan pelaku usaha dan 
menghasilkan puluhan ribu nomor izin
edar . Pendampingan penelitian uji 
praklinik /klinik OBA juga diperkuat
untuk mendukung transformasi OBA 
menjadi obat herbal terstandar dan 
fitofarmaka . BPOM juga mempercepat
penerbitan Surat Keterangan Ekspor
(SKE) Pangan Olahan Prioritas , 
memberikan asistensi regulatori bagi
pelaku industri distribusi obat , serta
mendorong kepatuhan regulasi
melalui sertifikasi CDOB.

2. Penguatan Penindakan . Dalam
rangka memberantas peredaran
produk ilegal, BPOM meningkatkan
pengawasan melalui patroli siber dan 
pemanfaatan Laboratorium Forensik
Digital. Kerja sama lintas sektor
dengan e-commerce dan asosiasi juga 
dilakukan untuk mempersempit ruang
distribusi produk ilegal. BPOM juga 
memetakan data kerawanan kejahatan
obat dan makanan untuk memperkuat
upaya cegah tangkal serta melakukan
analisis mendalam terhadap tren
pelanggaran .



3. Grand Design Laboratorium .
BPOM meluncurkan grand design 
penguatan laboratorium sebagai
fondasi sistem pengawasan yang 
adaptif dan modern. Langkah ini
mencakup pengembangan jejaring
laboratorium OBA dan kosmetik , 
pembentukan laboratorium regional di 
Jayapura, serta penguatan metode
analisis dan layanan digital seperti
INFALABS. Laboratorium BPOM juga 
kini mendukung pengawasan terhadap
produk ATMPs dan berperan aktif
dalam pengakuan laboratorium
eksternal .

4. Kerja Sama Lintas Sektor . Untuk
membangun sistem pengawasan yang 
kuat dan kolaboratif , BPOM menjalin
kerja sama dengan berbagai pihak . 
Sinergi dilakukan dengan BRIN dan 
Kemenkes untuk penguatan uji klinik
nasional , dengan IPB dalam bidang
penelitian dan edukasi , serta dengan
BSSN dan BIN dalam hal keamanan
siber . Di sisi masyarakat , BPOM 
melanjutkan program Germas Sapa 
yang menyatukan berbagai inisiatif
pangan aman berbasis komunitas .
Secara keseluruhan , berbagai langkah
strategis dalam BAB II menunjukkan
komitmen BPOM dalam memperkuat
peran dan kapabilitasnya sebagai
lembaga pengawasan yang modern, 
inklusif , dan berdaya saing, baik di 
tingkat nasional maupun internasional .

5. Percepatan Pelayanan Publik .
BPOM terus mendorong peningkatan
pelayanan publik , khususnya untuk
obat tradisional dan obat bahan alam
(OBA). Melalui program " Gemilang
Indonesia Emas", BPOM mendukung
literasi kesehatan digital dan 
pengembangan UMKM di sektor OBA. 
Peningkatan layanan ini diwujudkan
dalam bentuk bimbingan teknis , 
percepatan sertifikasi , serta
pendampingan ekspor . Layanan
jemput bola juga diperkuat melalui
"Proaksi Berpadu ", yang telah
memberikan pendampingan kepada
ribuan pelaku usaha dan 
menghasilkan puluhan ribu nomor izin
edar . Pendampingan penelitian uji 
praklinik /klinik OBA juga diperkuat
untuk mendukung transformasi OBA 
menjadi obat herbal terstandar dan 

fitofarmaka . BPOM juga mempercepat
penerbitan Surat Keterangan Ekspor
(SKE) Pangan Olahan Prioritas , 
memberikan asistensi regulatori bagi
pelaku industri distribusi obat , serta
mendorong kepatuhan regulasi
melalui sertifikasi CDOB.

6. Penguatan Penindakan . Dalam
rangka memberantas peredaran
produk ilegal, BPOM meningkatkan
pengawasan melalui patroli siber dan 
pemanfaatan Laboratorium Forensik
Digital. Kerja sama lintas sektor
dengan e-commerce dan asosiasi juga 
dilakukan untuk mempersempit ruang
distribusi produk ilegal. BPOM juga 
memetakan data kerawanan kejahatan
obat dan makanan untuk memperkuat
upaya cegah tangkal serta melakukan
analisis mendalam terhadap tren
pelanggaran .

7. Grand Design Laboratorium .
BPOM meluncurkan grand design 
penguatan laboratorium sebagai
fondasi sistem pengawasan yang 
adaptif dan modern. Langkah ini
mencakup pengembangan jejaring
laboratorium OBA dan kosmetik , 
pembentukan laboratorium regional di 
Jayapura, serta penguatan metode
analisis dan layanan digital seperti
INFALABS. Laboratorium BPOM juga 
kini mendukung pengawasan terhadap
produk ATMPs dan berperan aktif
dalam pengakuan laboratorium
eksternal .

8. Kerja Sama Lintas Sektor . Untuk
membangun sistem pengawasan yang 
kuat dan kolaboratif , BPOM menjalin
kerja sama dengan berbagai pihak . 
Sinergi dilakukan dengan BRIN dan 
Kemenkes untuk penguatan uji klinik
nasional , dengan IPB dalam bidang
penelitian dan edukasi , serta dengan
BSSN dan BIN dalam hal keamanan
siber . Di sisi masyarakat , BPOM 
melanjutkan program Germas Sapa 
yang menyatukan berbagai inisiatif
pangan aman berbasis komunitas .

9. Dukungan Manajemen . BPOM 
terus memperkuat tata kelola
kelembagaan dan pengembangan
SDM melalui berbagai strategi:
- Tunjangan dan Organisasi :

Penyesuaian tunjangan kinerja serta
penataan organisasi UPT sebagai
langkah efisiensi struktural dan 
peningkatan layanan .

- Manajemen SDM & Kepemimpinan :
Penerapan pendekatan
neuro -leadership untuk mendukung
kepemimpinan yang adaptif dan 
berkelanjutan .

- Pengembangan Kompetensi :
Melalui
pelatihan , sertifikasi , IELTS Prediction 
Test, PKPA, serta pelatihan teknis dan 
fungsional .

- Budaya Kerja & Dialog: Dialog 
BerAKHLAKdan Leader Dialogue 
mendukung budaya kerja yang sehat
dan berintegritas .

- Kolaborasi Pendidikan: Kunjungan
sekolah /universitas ke BPOM dan 
penerbitan Jurnal Eruditio

memperkuat
peran edukatif BPOM.

- Sistem & Teknologi : Implementasi
interoperabilitas data, BPOM 
Command Center (BCC), SPBE, serta
penggunaan infrastruktur Pusat Data 
Nasional.

- Standarisasi ISO: Penerapan dan 
pemeliharaan standar ISO untuk
mendukung kualitas layanan dan 
keamanan informasi .

- Pengadaan & Laboratorium :
Penguatan sistem pengadaan

berbasis
digital dan konsolidasi reagen
pengujian laboratorium sebagai

tulang
punggung pengawasan .

Dukungan BPOM Mewujudkan
UMKM Berdaya Saing

BPOM memberikan dukungan nyata
bagi penguatan UMKM obat dan 
makanan melalui berbagai pendekatan
yang terintegrasi .

Pertama , melalui platform IDEAS 
(Integrated Development and Training 
Information System), pelaku usaha
dapat mengakses pelatihan dan 
program pengembangan kompetensi
secara digital untuk meningkatkan
kapasitas produksi dan kepatuhan
terhadap regulasi .



Kedua, BPOM meluncurkan program 
TEMAN UMKM Kosmetik sebagai
respons atas tingginya pelanggaran
penandaan kosmetik . Pendekatan
dilakukan secara on-site melalui
inspeksi sarana dan melalui event 
bimbingan teknis . Program ini telah
menjangkau 311 pelaku UMKM 
kosmetik secara hybrid, baik oleh 
BPOM pusat maupun UPT.

Ketiga, dalam upaya mempercepat
perolehan izin edar pangan olahan
bagi UMKM, BPOM menyelenggarakan
program pendampingan registrasi
pangan olahan yang bersifat jemput
bola, mencakup sosialisasi, bimtek , 
coaching, dan desk registrasi . Hasilnya, 
hingga 2024 telah terbit 3.406 Izin Edar
UMKM dari 2.318 pelaku usaha yang 
didampingi .

Selanjutnya , melalui program SAPA 
(Sadar Pangan Aman) UMK, BPOM 
membina UMK pangan olahan dalam
pemenuhan standar keamanan
pangan . Program ini dilakukan
bersama mitra kampus (SAPA Kampus ) 
dan industri besar (Orang Tua Angkat ), 
serta dilengkapi dengan berbagai
skema pendampingan seperti bimtek
CPPOB dan e-registrasi . Hingga akhir
2024, telah diterbitkan 884 IP CPPOB 
untuk pelaku UMK.

Terakhir , Program Orang Tua Angkat
UMK Pangan Olahan melibatkan 27 
industri besar untuk membina pelaku
usaha kecil melalui model inclusive 
closed loop dan one way system. 
Tujuannya adalah menjembatani
kesenjangan teknis dan kualitas antara
pelaku usaha besar dan kecil, serta
mempercepat UMK memenuhi standar
mutu dan legalitas produk .

Penguatan Tata Kelola dan 
Akuntabilitas

BPOM menunjukkan komitmen kuat
dalam mewujudkan birokrasi yang 
bersih , akuntabel , dan berdaya saing.

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM 
terus meningkat dari tahun ke tahun , 
dengan skor tertinggi pada tahun 2024 
sebesar 96,24, mencerminkan
konsistensi dalam penyederhanaan
birokrasi , pelayanan publik yang cepat , 
dan zona integritas di seluruh unit 
kerja .

Seluruh ASN BPOM juga menunjukkan
kepatuhan tinggi terhadap pelaporan
harta kekayaan, dengan capaian 100% 
pelaporan LHKPN tahun 2024.

Untuk memperkuat budaya integritas , 
BPOM menggelar Café Integritas Seri 4 
dengan tema "Judi Online di Kalangan
ASN", bertujuan meningkatkan
kesadaran risiko hukum dan sosial
serta mendorong ASN menjaga nilai
integritas .

Dalam aspek pengawasan internal, 
BPOM mengembangkan sistem
SIMAKIN dan SAPA APIP untuk
menyatukan manajemen kinerja dan 
risiko . Integrasi ini memungkinkan
pemetaan risiko unit kerja secara
langsung dalam sistem kinerja . Di 
samping itu , BPOM menerapkan
Continuous Auditing and Monitoring 
(CACM) melalui dashboard baru di 
Command Center (BCC) untuk
memastikan pengawasan real -time, 
transparan , dan berbasis data.

Sebagai bagian dari Strategi Nasional 
Pencegahan Korupsi (Stranas PK), 

BPOM aktif dalam dua fokus utama : 
Penguatan tata kelola impor dan 
Digitalisasi . Melalui integrasi sistem
SSmPerizinan , e-Pharm, dan Exim, 
BPOM bersama KPK dan 
Kementerian/Lembaga lain 
memperkuat sistem pengawasan
perizinan ekspor -impor khususnya
untuk komoditas narkotika , 
psikotropika , dan prekursor .

Strategi Pengawasan Obat dan 
Makanan ke Depan

Dalam menghadapi tantangan
pengawasan yang semakin kompleks , 
BPOM terus mendorong transformasi
digital dan inovasi layanan publik .

Salah satu inovasi utama adalah
pengembangan aplikasi BPOM Mobile 
dengan tagline ɈScan dengan BPOM 
Mobile: Indonesia Yakin Obat & 
Makanan Amanɉ. Aplikasi ini
memungkinkan masyarakat
memverifikasi legalitas dan keamanan
produk secara mandiri melalui
pemindaian 2D Barcode atau
pencarian nomor registrasi .

BPOM Mobile juga menyediakan fitur
pelaporan untuk masyarakat yang 
menemukan produk mencurigakan . 
Aplikasi ini telah diimplementasikan
sejak 2018 dan terus diperkuat sebagai
bagian dari kebijakan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Kehadiran BPOM Mobile 
menjadi simbol keterbukaan
informasi , peningkatan partisipasi
publik , serta transparansi dalam
pengawasan obat dan makanan
nasional .





BAB I. Implementasi Direktif Presiden

BPOM Menuju Standar Global
Komitmen BPOM menuju WHO Listed Authority (WLA)
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Implementasi Direktif Presiden

BPOM Menuju Standar Global

Komitmen BPOM menuju
WHO Listed Authority (WLA)

Sebagai otoritas pengawas obat dan makanan nasional ,
BPOM Republik Indonesia terus memperkuat kapasitas
kelembagaan agar setara dengan otoritas regulatori
global . Komitmen ini diwujudkan melalui upaya menjadi
bagian dari WHO Listed Authority (WLA), yaitu
pengakuan WHO bagi lembaga dengan kinerja regulatori
berstandar tinggi , transparan , dan berbasis bukti ilmiah .

Keanggotaan WLA menempatkan Indonesia sebagai
trusted regulatory authority yang diakui secara
internasional . Status ini memperkuat perlindungan
kesehatan masyarakat , meningkatkan daya saing sektor
farmasi nasional , serta mempermudah akses ekspor
produk obat , vaksin, dan produk kesehatan melalui
mekanisme regulatory reliance.

Hingga Agustus 2025, sebanyak 37 negara, yang mayoritas
merupakan negara maju , telah masuk dalam daftar WLA.

Di tengah dominasi tersebut , proses pengajuan BPOM
menjadi momentum penting bagi negara berkembang ,
ditandai dengan kick-off meeting pada 6 Agustus 2025 dan
onsite performance evaluation WHO pada 7ɀ13 Agustus
2025 di sejumlah wilayah di Indonesia .

Komitmen dan kerja panjang BPOM membuahkan hasil
ketika pada 21 Desember 2025, WHO secara resmi
menetapkan Indonesia bersama Australia sebagai WHO
Listed Authority . BPOM RI dinyatakan telah memenuhi
standar internasional tertinggi WHO, sehingga jaringan
WLA global kini mencakup 41 otoritas dari 39 negara .

Pencapaian ini menjadikan BPOM sebagai otoritas
regulatori pertama dari negara berpendapatan
menengah yang meraih status WLA sebagai standalone
agency. Status tersebut memperkuat posisi Indonesia
sebagai regulator rujukan kawasan , mendukung
percepatan akses obat dan vaksin esensial, serta
menegaskan pengakuan global terhadap sistem
pengawasan obat dan makanan Indonesia .
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Implementasi Direktif Presiden

BPOM Menuju Standar Global

Mempertahankan Keanggotaan
Pharmaceuticals Inspection Cooperation
Scheme (PIC/S)

Pengawasan berstandar global terus diperkuat untuk
mewujudkan produk yang aman, berdaya saing, dan
diakui secara internasional . Salah satunya melalui
Reassessment keanggotaan Indonesia dala, forum
Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)
pada 2-6 Desember 2024. Sebagai organisasi internasional
di bidang farmasi, PIC/S memfasilitasi kerjasama antara
otoritas pengawas obat di seluruh dunia yang mencakup
berbagai produk farmasi, termasuk obat bahan alam.

Upaya Lolos Reasessment PIC/S

Integrasi Sistem Mutu Inspektorat

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik

(CPOTB)

Mock-Inspection kepada

Industri Obat Tradisional (IOT)

Rapat Persiapan dan Pembaruan

Perkembangan secara Berkala

Forum Komunikasi CPOTBdan

Pertemuan Koordinasi Inspektur

Kick Off Pemenuhan Mutu Registrasi Ulang

Obat Generik

BPOM Percepat Registrasi Ulang Obat Generik melalui
kegiatan Kick Off Pemenuhan Mutu Registrasi Ulang Obat
Generik . Inisiatif ini menjadi langkah awal untuk
mendukung percepatan registrasi obat dalam program
JKN. BPOM terus memberikan pendampingan dan
asistensi regulatori kepada industri farmasi agar dapat
memenuhi regulasi yang terus berkembang , sekaligus
mempercepat proses registrasi . Kegiatan ini dilaksanakan
bersama dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia
(GPFI)dan diikuti oleh 77 industri farmasi .

Upaya Penurunan
Harga Biaya Farmasi

REGISTRASI

BIAYA
FARMASI
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Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka kegiatan Pharmaceutical Inspection Co -operation Scheme (PIC/S) 
Re-Assessment yang diselenggarakan di Kantor BPOM pada Senin (3/12/2024). Re-assessment atau

penilaian kembali ini dilakukan sebagai bagian dari proses perpanjangan keanggotaan BPOM di dalam
PIC/S yang telah dimulai sejak tahun 2012.
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Kepala BPOM RI Taruna Ikrar melakukan visitasi ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Santosa Hospital Bandung Central (SHBC) 
pada Rabu (16/4/2025). Visitasi ini dilakukan Kepala BPOM beserta jajaran dalam rangka memastikan pengelolaan dan ketersediaan
obat yang aman , berkhasiat , dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan telah dilakukan sesuai standar . 
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BPOM Bergerak FAST

BPOM Bergerak FAST(Beraksi Percepat Registrasi Perubahan Garam Lokal, Fix Aman Standar Terjaga) adalah inisiatif
BPOM untuk mendorong penggunaan bahan baku obat lokal , khususnya garam farmasi dalam negeri . Program ini
mempercepat proses registrasi perubahan sumber bahan baku agar obat yang dihasilkan tetap aman , berkhasiat , dan
bermutu . BPOM juga memberikan pendampingan regulatori kepada industri farmasi agar proses berjalan lebih cepat dan
sesuai standar . Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian Indonesia dalam penyediaan obat yang
berkualitas dan terjangkau .

Implementasi Direktif Presiden

Upaya Penurunan Harga Biaya Farmasi

BPOM selesaikan 915 Registrasi Ulang
Obat Generik

Sepanjang tahun 2024, BPOM secara proaktif menjalin
kolaborasi sinergis dengan industri farmasi nasional di
empat wilayah GPFI: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
dan Sumatera . Hasilnya, BPOM berhasil menyelesaikan
915 nomor izin edar (NIE)obat yang masa berlakunya telah
habis , sesuai laporan GPFIpada Oktober 2024. Pencapaian
ini mencerminkan komitmen BPOM dalam mempercepat
registrasi ulang obat , sekaligus menjamin mutu dan
keamanan obat yang beredar di Indonesia .

Penyelesaian ini dilakukan sebagai puncak kolaborasi
sinergi dengan Industri Farmasi di 4 titik GPFI 
(Sumatera, JawaBarat, JawaTengah,dan JawaTimur

PT Karya Daya Syafarmasi
Tersertifikasi CPOB

PT Garam Dua Musim
CAPA Asistensi CPOM

PT Unichem Candi Indonesia
Pre Sertifikasi CPOB

Saat ini terdapat 2 produsen garam farmasi yang 
mengajukan sertifikasii CPOB

PT Tudung Karya Daya Inovasi
Tersertifikasi CPOB
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